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Tugas Hakim PeEngawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan
plcdana
(Fadillah Sabri, SH, Hukum, 1993

ABSTRAK

Felaksanaan putusan Pengaddilan dapat saja menyimpang dari
pidana yang telah dijatuhkan,; mehinggas menderitakan dan
merendablan: martabat manusia ifmarapidana) o Untuk ity pie

lu digugah perhatian parda ahli hukum pidama dan memberi—
karn masukan bagi sicstem peradilan pidana ssrta hagi pene-—
galk hukum, makd dilakdkan penelitian tugas Hakim Peng-
awas dan Fengamal yang mengawasi dan mengamati pelaksana—
an pidana dan hasil baik buruknya bzgi narapidana. Penes—
litian dilakukan secars dechkriptif analditis, dan’ pengum-—
pulan dats secara wawkancara dan UhEEF?EEi di dalam Liombha—
ga Pemasyarakatan [(LP). Hakim ini turun ke LF melakukan
pangawasan dan penganaban dengan melihat administra=i,
wdwancara dengan petugan LP dan narapidana, Yang hanva
memperhatikan pelaksanaan putusan pidana alsh daksa, sa-
hingga dia mémperhatikan narapidana vang sudah berada da-
lam LP atau belum, dan yang belum dilaksanakan sulit hagi
MHakim 1ni wntuk mengebtabuinya. Petugas LP juga menjadi
wbyizknya vaitu melihat pembinaan, tempat pelaksanasan. Hal
in: dilakukan secara tidak mau menyinggung instansi lain,
karena Cdia menganggap selain ito adalah thigas pelaksana
pidana dan buekan wrusan dia, kalauvpun diperbhatikan hanya—
lah dengan memasukkan dalam lapprannya. Sedangkan hak=hak
narapidana berupa mendapatkan remisi, lepas bersyvaral;
kuniungan keluarga, surat ¥ang bebas dari sensor, menda-—
pat perlskuaan yang menusiawi kurang menjadi perhstian
tara Hakim imi. Hekim dalam melakokan kontrol £idak  ada
membeherikan tieguran Secara langsung bila ada kKelalaian.
Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan akan tugasnya,
Rambatan ‘waktu, dan dana untuk pergi ke LP, sehingga ku-

rang peclindungan atas hak-hak narapidana.
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BEaB I
FEMNDAHUL UAN

fA- Latar Belakang Masalah

Prabangunan hukum di Indonesia. khususnya dalam bhi-
dang hukum pidana, salah satunya adalash untuk mamantapkan
kedudukan dan peranan badan-badan penegak bukum sesual
disngan fungsi dan wewenangowa. Umkik ikG diboast kodifika=-
si dan unifikasi hukum pidana. Dalam memantapkan keduduk-—
an dan wewenang penegak hukum itd dalam tndang—Undang Mo.

14 Tahun 1970 tentang Estentuan-Kgtentuan Pokolk Kekossasn

Eehakiman (disebut juga Undang-Undanyg Pokok Kekuasaan Ke-
Frakiman dan diszingkat UUPKE) ditentuban dalam Passl 33
(2} bahwa Ketuesa Pengadilan. yang ‘hergangkutan mengawasi
pelaksansan patusan pidansa Fengadilan.

Dalam undang-—undang pelaksananya dijelaskan lagi,

bhahwa pongawasan terhadsp pelaksanaan  putusan pidana
Fengadilan ik didjalankan olebh suatuy lembaga hukum vang
bermama  "Hakim Féengawas dan Fengamat! [aelaniutoya di-

sangkat Hakim Wasmat]} untuk membantu Ketua Pengadilan.
SUHAFR memasukkan Hakim Wasmat ind dalam Bak XX mengenas
Fengakasan dan Pengamatan Putusan Ppagadilan (Pasal 277
=/d Pa=s=l 283).

Adanya pengakas=an dan pengamatan terhadap putusan
pidana Psengadilanm,; menunjuckiEan babwa Hakim tidak berhenti
bertugas sdtelah putusan dijatubkan namun dia masih tetas
bertugas setelah putusan dijatubkan. Hakim vang aktif da-—

lam peradilan pidanma bulban hanva ferhadap pemerikedsan

perndabuluan (Praperadilan) dan di sidang Pengadilan, na-
mun juga aktif sesudah putusan dijatuhkan olsh Pengadil-
‘@n .

Fengawasan dan pengamatan yvang dilakukan Fengads lap
minghendakt Hakim seldalu mengituti Lerpidana. atau narapi-
dana. D01 mana sebagai pelaksana potusan pidans Fengadilan

adalah daksa dan tempat pelaksanaosnnvya adalah di dalam
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Lembiags Pemasyvarakatan.

Felak=sanaan putusan FPengadilan yang tidak semestinya
membuzt terpidana menderita dan mungkin juga dapat meren—
dahkan martabat manusia. Dalam hal ini peranan yang  hens
daknya dimainkan oleh Hakim Wasmat. baik 1bu berupa ke—
terlambsatan ataupun Lidak dapat dilaksanakan pridanas L=
pun  pelaksanasnnva vang tidak manusiawi,dan juga apakah
pidana wang dijatuhkan memberikan baik atau buruk hagi
terpidana atau narapidana.

Dalam prakieknyva Hapak saja pidana vyang dijatubkan
Fengadilan ‘tidsk terlalksana, seperii halnya: sa tarpidana
atau mnarapidananya melsrikan diri. Namon di samping ito
dapal saja terjadi dalam pelaksanadnnya yang tidak sesusl
dangan putusan yang talah dijatuhkan Fengadilan, sebagail-
mana halhya dapat dicontohkan seorang narapidana  yang
bernama Kadiyo {narapidana LP Batu, MNusakambangan} yang
diberitakan Harizn Kompas tanggal 30 Dktober 1991 yaito
narapidana ini mengirim surat ke lTuar Lembaga® Pemasyara=
katan (LR wntuk meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan
Hukum Yogyakarto, KHarena dianiaya oleh sesama aarapldaisg
mavipurr oleh petugas Lembags Pemasyarakatan. Hal ini me—
nurizukkan pelaksanaan di dalam LP tidak terlaksana seba-
gaimana wang diputuskan FPengadilan, karena dalam patusan
Pengsdilan bukan unbuk dianiaya namun dipidana penjara
sekian tabun atau pidana kemerdekasn untuk tidak dapat
berpgerak secars bebas.

Pelaksanaan olel Jaksa dapat saja tarlambal,
karena putusan Pengadilan yvang dijatuhkan hari ana  tentu
seharusnya sudalh segera dilaksanakan, bila tidak akan me-
rnambah penderitsan seseorang yang ditahan bari dilaksana-—
kan pidananya ssbulan kemudian, maka waktu 1 {(satu) bulan
merupakan derita bagi =i terpidana. Keterlambabtan dalam
pelaksanann tidak dapat dikurangi dalam pidananya yang
akan dijslaninya, schab kalau dia masih status tahanan

masith dapal dikurangi, kKarena dalam putusan pidana diten—



Hprp W
HASIL DAN PEMEBaHASAN

fA. Rangkaian Pelaksanaan Tugas aleh Hakim Peng—

awas dan FPengamat

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan seraras
singkal  ssbagai suatu sistem yang bertuiuan  unbuk  "me—
nanggulang: kejahatan", satah =satu uwsaha masvarakst aneok
mengendalikan terjadinya kejabatan agar berada dalam  bha-
Law=batas  btoloransi yang dapat daitecimanya. Sistem  ind
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laparan doa)
keluhan masvarakat Sahwa meorzka t=ltal meniadi bkEorlban dari
su=tu kejakatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya
pelakuy ke omuks sidarg peagadilan dan Geberima plidara,
Eambaran di atas adalab memang tugas Uutama dar: sis=lem
int, tebapi tidsk merupaban Ssssluruhan tugas sistem. Ma—
sih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah  bterja—
dinya korban kejahatan mavpun mencegab biahwa merska ¥ arng
sading ataupun soles=sal menialani pidana tidak mengulangi
lagi parbuatan mereka. vang melanggar hbukum itu. Dengan
demikian cakupan tugses siclen ini memang luass:
= - mepcegah masyarshkat menjady korban kejakatan,
Soomenyeleszikan kajahatan yang terjadi, sephinggs masyas-

rakal puas bashwa keadilan telah ditegakkan dan  wang

bersalab dipidana, dan

o |

berussha agar mereka yang parnah melakukan kedahakan
tidak mergulianai lagi perblatannva.

Fonponen-komponen yvang bekeria sama dalam sictom ini ada-
l=h  terubkama instarmi-instan=i [hadan—badan) wiang, kita
kenal dengan nama: Kepolisian, kKejaksaan. Fenoadilan,; dan

Lembaga Pemasvararatan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Fi. Kesimpularn

Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat
disimpulkan, bahwa pengawasan tan pengamatan telah dilak-
Eanakan gleh Hakim Wasmat, namun belusm memberikan perlin-
dungan Kepads hak-hak narapidada karena Lidak mau me—
nyinggung aparat dar: sub-sub sistem lain, sohingga kKa-—
rang memberiktan hazil yang efekiif sebagaimana walrg. dike-
hendaki oleh pembuat undang-undang.. Hal ind dapat dilihat
bahwas
1. Seorang Hakim warng diangkat ustuk paza 2 [eles)  Eabuim

tergantung kepada penheritakbuan dagi pelak=sana pidana
mefzlul Tembasan Surat Perintah dan Berits Acarz Pe—
lakdanaan putussn FPengadilan ountuk dapat meqgulai perng-—
avlasan datl pengamatan ke Lembaga Pemasyarakalan.

Z. Hakim Wasmat pada dmunya tidak bahwa sda putusan pida-
na yang telah berkekuztan Letap vang merupaksn  tugaes-
Ay anbgk mengavasi- dan mencamabi.

F. Balam pelaksanaan tugas pengawasan dan ' pergamstan indi
masih dirasakan sebagal hambatan alah Haklim Wasmat
adalah Taktior dansg, walktu, pengetzhuan, dan tidak maug
miEfYinggung perasaan dinsktansi ladn.

4. Walaupun ada ditemod babwa belum atay tiddl dapat di-
laksanakan pulusan plidansg sEbagaimana mEs L rnwa =ieh
aparat pelak=samanys oamin Hakim Wasmat tidak masoe mela
kukan pen=guran sEcara lzng=suig ataupun fidask langsung
kepada aparat yang belum ataun tidalk dapat melaksanskan
putusan pidana Pangadilan 1ta atad tidak juga kepada
ata=asn wang bersangkutan. Evd”nghap vang dilaksanakan
hanya berupa saran laporan Hakim i1ini  kepada  Estua

Fengangadilan MNegeri.

Ln

Adanya k=luhan yang disampatikan olsh para narapidana
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